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PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1272026606910001, tempat tanggal lahir di
Pematangsiantar tanggal 26 Juni 1991, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Berjualan, tempat
kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera
Utara, sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK 1218161206820001, tempat tanggal lahir di Sibulan tanggal
12 Juni 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu di,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas
dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Februari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah
menikah pada tanggal 04 Januari 2013 dan tercatat dalam Kutipan Akta
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Nikah Nomor 02/02/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
tertanggal 04 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama
dirumah kebun di Kabupaten Serdang Bedagai selama kurang lebih 3
Tahun lamanya. Kemudian pada bulan Januari Tahun 2016 Penggugat dan
Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar,
selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun
belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Pertengahan bulan Maret
Tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Tergugat pergi dan tidak kembali dengan alasan merantau;

4.2 Tergugat sudah menikah dan diketahui sudah memiliki anak dari

wanita lain
5. Bahwa pada Pertengahan bulan Maret Tahun 2016 permasalahan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak yang
disebabkan Tergugat berencana untuk merantau ke Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau. Penggugat yang berencana untuk berangkat bersama
dengan Tergugat di Kabupaten Bengkalis namun mendengar kabar dari
abang kandung Tergugat bahwa Tergugat belum memiliki tempat tinggal
disana untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan berencana untuk
tinggal di barak dahulu sembari mencari tempat tinggal untuk Tergugat dan
Penggugat dapat tinggal bersama. Namun setelah Tergugat pergi merantau
tidak ada sedikit pun kabar dari Tergugat bahkan nomor dari Tergugat
sudah tidak aktif. Kemudian pada Pertengahan bulan Maret Tahun 2016
Penggugat mendatangi kediaman keluarga Tergugat di Kabupaten Serdang
Bedagai, bertujuan untuk mencari tahu keberadaan dari Tergugat. Namun
pihak dari Tergugat tidak memberikan respon baik kepada Penggugat.
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Semenjak saat itu Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
Kemudian pada bulan September tahun 2017 Penggugat mengetahui
bahwa Tergugat sudah memiliki seorang anak dari wanita lain melalui sosial
media milik Tergugat. Sehingga diakibatkan permasalahan tersebut
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih 7 Tahun lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi

memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat kurang lebih 7 Tahun

lamanya sampai saat ini;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Penggugat merasa

kecewa dan merasa di khianati oleh Tergugat oleh sikap dan prilaku
Tergugat tersebut, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho

bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga
cukup alasan untuk diputus perceraiannya oleh Pengadilan Agama

Pematangsiantar;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun
tidak membuahkan hasil dan Penggugat juga sudah berupaya menanyakan
keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun Keluarga Tergugat
pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, bahwa sejak tahun
2016 keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sesuai
dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penggalian,
Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan

Nomor 18.53.9/145/42/2024;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui
Radio CAS FM Siantar, sebagaimana alamat Tergugat tidak diketahui
berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan Kepala Desa
Penggalian, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai
dengan Nomor 18.53.9/145/42/2024 tertanggal 1 Februari 2024 yang
menerangkan Tergugat atas nama M. llyas tidak diketahui keberadaannya sejak
bulan Maret tahun 2016 dan berdasarkan panggilan-panggilan kepada Tergugat
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya
perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjuthya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat dengan maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita
Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil
atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban
Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti
berupa:
A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2013 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 04 Januari 2013,
yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim
kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.);
B. Saksi:
1. Saksi Pertama, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara
sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan Januari tahun
2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat tinggal bersama di rumah kebun di Kabupaten Serdang
Bedagai kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke
rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat adalah sejak bulan Maret tahun 2016 kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin
merantau mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tegugat tidak
pernah kembali dan tidak ada mengirimkan kabar berita tentang
keberadaan Tergugat;
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- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah mencoba
untuk mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat,
namun Kkeluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan
Tergugat dan saat ini tidak ada nomor yang bisa dihubungi untuk
menghubungi Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa saksi telah juga menasehati Penggugat agar bersabar
menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak
sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
2. Saksi kedua, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara
sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 30 (tiga
puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat tinggal bersama di rumah kebun di Kabupaten Serdang
Bedagai kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke
rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat adalah sejak bulan Maret tahun 2016 kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin
merantau mencari pekerjaan;
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- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tegugat tidak
pernah kembali dan tidak ada mengirimkan kabar berita tentang
keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah mencoba
untuk mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat,
namun Kkeluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan
Tergugat dan saat ini tidak ada nomor yang bisa dihubungi untuk
menghubungi Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa saksi telah juga menasehati Penggugat agar bersabar
menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak
sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;
Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya
telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian
putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut
yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara lain pada
angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi
kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karena
Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar yang
berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua
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Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
200/KMA/SK/X/2018, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak
ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama
Pematangsiantar berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah
disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat
(1) R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah
terpenuhi oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan
eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan
Pasal 149 ayat (1) telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya
ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg junctis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum

Islam telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa
sejak bulan Maret tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para
pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan
pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39
ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan
Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang
menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang
dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan
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Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;
Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim
berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak
menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya
pengakuan terhadap dalil-dalii gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi
ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai
pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindend), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya
terhadap gugatan Penggugat;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata jis. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen)
dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi
dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di
hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1)
huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg.
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juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim
menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan
materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwva pernikahan Penggugat
dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870
dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan
sempurna (volledig bewijskracht), maka maka berdasarkan ketentuan Pasal 2
ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto
Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam
persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (vide; Pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di
bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan
keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang
sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah
memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di
bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi dalam perkara a quo sedangkan dari segi materil atau
substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan
Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu
sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat
telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu
hingga kini dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, sehingga
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keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana
dikehendaki Pasal Pasal 308 R.Bg, 309 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal
1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki

nilai pembuktian.

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 4 Januari 2013;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Pematangsiantar;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
anak;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret
tahun 2016 yang lalu hingga kini dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman
bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar sebelum Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan
Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sudah tidak
lagi tinggal dalam satu kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2016 yang
lalu dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri hingga kini, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sudah sulit untuk diwujudkan sebagaimana yang
dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam dan dalil surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :
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Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum
ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut
diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan
ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar
ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur
lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu
perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapubh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada
keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak suami dan isteri,
sementara dalam kasus a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak
sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan
perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-
ekses negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan
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kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari

pada menarik kemaslahatan;
tdladll cd> (e pardorwlaalls ;o

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan
Penggugat yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan percekcokan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti akan tetapi telah
ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak
bulan Maret tahun 2016 yang lalu hingga kini dan tidak pernah kembali lagi ke
kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan
bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah cukup alasan dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya”’, maka gugatan Penggugat sudah
sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari
gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy.
sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Tunggal dengan dihadiri Wahyu Kurniati Lubis S.Ag., sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera, Hakim Tunggal,
dto

dto

Wahyu Kurniati Lubis S.Ag. Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 320.000,00
4, Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)
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